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KONDISI AKTUAL  
• Saat ini Kabupaten Magelang telah 

dianggap “darurat sampah” karena 
keterbatasan lahan Tempat Pemrosesan 
Akhir (TPA) sampah Pasuruhan 1.8 ha di 
Kecamatan Mertoyudan. Selain itu TPA 
Klegen seluas 0.3 ha telah habis usia 
teknisnyajuga ; 

• bertambahnya jumlah penduduk setiap 
tahunnya juga memicu bertambahnya 
jumlah timbulan sampah setiap hari. 
Dengan Jumlah Penduduk 1.293.891 jiwa, 
timbulan sampah harian mencapai 
236.135 ton/ hari, dengan asumsi 
timbulan sampah 0.5 Kg/ Jiwa termasuk 
dari bangkitan aktifitas (pariwisata, 
industri dan jasa); 

• Jumlah ini baru tertangani 28.34 % yang 
berasal dari area pelayanan sampah di 10 
Wilayah Ibu Kota Kecamatan. 
 
 SUMBER : DOKUMEN KLHS RPJMD 2019-2024 



KEBERPIHAKAN RPJMD TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH 

PENGELOLAAN SAMPAH MASUK DALAM DASA CITA (10 PRIORITAS PEMBANGUNAN & 
PROGRAM UNGGULAN) 2019-2024; 

Pengelolaan Sampah masuk di 2 
(dua) program unggulan dalam CITA 
ke 7 yakni: 
1. Pengelolaan Sampah Mandiri 

(3R) dan Pengelolaan Sampah 
Berbasis Masyarakat yang 
mewadahi konsep pengurangan 
sampah; 

2. Penyediaan sarana dan prasarana 
persampahan yang mewadahi 
konsep penanganan sampah; 

 



KEBERPIHAKAN RPJMD TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH 

PENGELOLAAN SAMPAH DIJADIKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP; 
 

KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH DITARGETKAN 54,43 % PADA TAHUN 2024 DARI 39,87 % DI TAHUN 
2019 DENGAN PAGU INDIKATIF ANGGARAN SELAMA 5 TAHUN  Rp. 163.299.025.000  



ARAH KEBIJAKAN TEKNIS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 
KABUPATEN MAGELANG 

• Dengan terbitnya Peraturan Bupati Magelang Nomor 
39/2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan 
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah 
Tangga, yang mengatur pengelolaan dan pengurangan 
sampah, maka Pengelolaan sampah menjadi salah satu 
fokus Pemerintah Kabupaten Magelang (tidak hanya 
Dinas Lingkungan Hidup); 

• Amanat Perbup dimaksud pada tahun 2025 Kewajiban 
Penanganan Sampah oleh Pemerintah adalah 70 % atau 
175.463 ton/ tahun serta 30 % Pengurangan sampah atau 
sebesar 75.198 ton/ tahun; 

• Dengan amanat ini, kinerja penangan sampah harus 
ditingkatkan dan melibatkan semua stakeholders untuk 
kampanye pengurangan sampah (bank Sampah, Sekolah, 
Institusi Keagamaan) 
 



TARGET-TARGET KRUSIAL DALAM RPJMD 

1. TERBANGUNNYA 3 (TIGA) TPST, HAL YANG MENJADI TANTANGAAN 
DALAM MEWUJUDKAN INI ADALAH PENYEDIAAN LAHAN YANG SESUAI 
KAIDAH TEKNIS TERUTAMA JARAK DENGAN PERMUKIMAN  

       (MINIMAL RADIUS 500 METER); 
2.   TERBELINYA LAHAN UNTUK 20 TPSS 
       (TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH SEMENTARA); 
DALAM RENSTRA DLH 2019-2024 PADA KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA 

PRASARANA SAMPAH TELAH DISEDIAKAN PAGU INDIKATIF SEBESAR 
Rp.44.000.000.000 UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN 3 TPST DAN 

PEMBELIAN TANAH 20 TPSS 
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